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KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam dunia ilmu administrasi negara. Buku ini
hadir sebagai panduan yang komprehensif untuk memahami dasar-
dasar dan konsep-konsep penting dalam administrasi negara.
Administrasi negara memiliki peran yang krusial dalam membentuk,
mengelola, dan mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai
tujuan-tujuan masyarakat dan negara.

[Imu administrasi negara tidak hanya menjadi landasan bagi para
calon birokrat dan aparatur pemerintah, tetapi juga relevan bagi
semua individu yang ingin memahami bagaimana pemerintahan
berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat. Buku ini dirancang
agar dapat diakses oleh berbagai latar belakang, sehingga siapapun,
baik mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat
mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai administrasi
negara.

Kami berharap buku ini akan menjadi sumber pengetahuan yang
berharga dan membantu Anda menjelajahi berbagai aspek
administrasi negara, termasuk teori-teori dasar, proses-proses
administratif, kebijakan publik, serta peran teknologi informasi dalam
pemerintahan modern.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam
pembuatan buku ini. Kami berharap Anda dapat menikmati
perjalanan Anda dalam memahami dunia yang menarik dan dinamis
dari ilmu administrasi negara.

Selamat membaca!
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PRAKATA

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat
dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan proyek ini. Dalam
tangan-Nya, segala sesuatu dimungkinkan, dan atas izin-Nya, buku ini
hadir di hadapan Anda.

Kami ingin mengawali prakata ini dengan rasa syukur yang
mendalam kepada Allah SWT atas segala berkah-Nya yang tiada
hentinya. Semua yang baik dalam hidup ini adalah anugerah-Nya, dan
kami merasa rendah hati atas kesempatan yang diberikan-Nya kepada
kami untuk berkontribusi dalam dunia ilmu administrasi negara
melalui buku ini.

Kami mempersembahkan buku ini kepada Anda, sebuah karya
yang telah menjadi bagian integral dari perjalanan intelektual dan
profesional saya dalam bidang ilmu administrasi negara. Buku ini
bukanlah hasil karya tunggal, melainkan sebuah kolaborasi yang
melibatkan banyak orang yang berdedikasi dalam menyampaikan
pengetahuan yang berharga mengenai administrasi negara.

Dalam buku ini, Anda akan menemukan berbagai konsep dasar
dan elemen-elemen penting yang membentuk dasar dari ilmu
administrasi negara. Kami berusaha menyajikan materi ini dengan
carayang jelas dan komprehensif, sehingga siapapun, baik mahasiswa,
praktisi pemerintahan, atau peminat ilmu administrasi, dapat
memahaminya dengan mudah.

Isi buku ini mencakup berbagai topik, mulai dari sejarah dan
perkembangan administrasi negara, hingga aspek-aspek penting
seperti kebijakan publik, manajemen sumber daya manusia, hingga
peran teknologi informasi dalam pemerintahan modern. Kami
berharap bahwa buku ini akan menjadi panduan yang berguna dalam
memahami kerumitan sistem administrasi negara.

Tentu saja, proyek ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan
dan kontribusi dari banyak pihak. Saya ingin mengucapkan terima
kasih kepada rekan-rekan sejawat, dosen, dan praktisi yang telah
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memberikan wawasan, saran, dan pengalaman berharga mereka
dalam pembuatan buku ini. Terima kasih juga kepada keluarga saya
yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda,
pembaca setia, yang telah memilih untuk menjelajahi dunia ilmu
administrasi negara melalui buku ini. Semoga buku ini dapat
memberikan wawasan yang berharga dan memperkaya pemahaman
Anda tentang administrasi negara.

Selamat membaca dan selamat mengejar pengetahuan baru!

Salam hormat,

Penulis
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BAB 1
KONSEP ADMINISTRASI

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Administrasi

Sejarah perkembangan ilmu administrasi adalah perjalanan
panjang yang membawa kita dari zaman kuno hingga era modern.
Awalnya, konsep administrasi dapat ditemukan dalam pemikiran para
filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang membahas organisasi
pemerintahan kota-kota negara kuno. Namun, pengembangan ilmu
administrasi yang lebih terstruktur dimulai pada abad ke-19 ketika
negara-negara modern mulai muncul. Salah satu tonggak penting
dalam sejarah ini adalah kontribusi Woodrow Wilson, seorang sarjana
dan Presiden Amerika Serikat, yang pada tahun 1887 mengemukakan
pemisahan antara politik dan administrasi.

Perkembangan ilmu administrasi semakin menguat di Eropa,
terutama melalui karya Max Weber, seorang sosiolog Jerman. Weber
merinci karakteristik birokrasi yang efisien dan efektif dalam
teorinya. Pemikirannya tentang birokrasi menjadi salah satu konsep
utama dalam ilmu administrasi. Di Indonesia, ilmu administrasi
negara juga berkembang seiring dengan perubahan politik dan
perkembangan pemerintahan. Soekarno, pendiri Indonesia,
menggambarkan visinya tentang pembangunan ekonomi dan
pemerintahan dalam karya-karyanya, memberikan kontribusi
signifikan terhadap pemahaman administrasi negara di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, ilmu administrasi
negara menghadapi tantangan baru. Administrators harus mengatasi
kompleksitas masalah global yang mempengaruhi tugas-tugas
pemerintah lokal. Ini mengharuskan disiplin ini untuk terus
beradaptasi dan berkembang. Di era informasi, teknologi memainkan
peran penting dalam administrasi negara dengan mendorong



e. Pengambilan Keputusan (Decision Making)

Pengambilan keputusan adalah proses memilih antara berbagai
alternatif tindakan berdasarkan informasi dan analisis yang ada.
Dalam setiap tahap administrasi, mulai dari perencanaan hingga
pengawasan, pengambilan keputusan memiliki peran kunci.
Keputusan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas
organisasi, sementara keputusan yang salah dapat menghambat
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, proses pengambilan
keputusan harus didasarkan pada analisis yang cermat,
pertimbangan yang matang, dan partisipasi dari pihak-pihak
yang relevan.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering
diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan
berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang
ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian
memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun
dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan
melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada
karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan
memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana
dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu,
pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi,
di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam
untuk memastikan efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara
keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk
memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan
mencapai tujuannya.

skkskosksk skok skok sk
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BAB 2
PERKEMBANGAN DAN
KONSEP ILMU ADMINISTRASI
NEGARA

A. Paradigma Ilmu Administrasi Negara

Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang
digunakan untuk memahami suatu fenomena. Dalam ilmu
administrasi negara, terdapat beberapa paradigma yang telah
berkembang seiring dengan perkembangan ilmu tersebut.

1. Paradigma Dikotomi Politik-Administrasi
Paradigma dikotomi politik-administrasi adalah paradigma yang
pertama kali muncul dalam ilmu administrasi negara. Paradigma
ini memandang bahwa politik dan administrasi adalah dua hal yang
berbeda dan terpisah. Politik adalah urusan pemerintah untuk
menentukan kebijakan, sedangkan administrasi adalah urusan
pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Paradigma ini dipelopori oleh Woodrow Wilson dalam
bukunya yang berjudul The Study of Administration (1887). Wilson
berpendapat bahwa administrasi harus bersifat netral dan bebas
dari pengaruh politik. Administrasi harus fokus pada efisiensi dan
efektivitas dalam melaksanakan kebijakan.

Keberadaan paradigma ini memberikan dasar yang jelas bagi
pembagian peran dalam pemerintahan. Dengan adanya pemisahan
antara politik dan administrasi, diharapkan pemerintah dapat
menjalankan roda pemerintahannya dengan lebih efektif. Dengan
demikian, politisi dapat fokus pada penetapan kebijakan,

~18 ~



BAB 3
TEORI ADMINISTRASI
NEGARA

A. Pendekatan Klasik dalam Administrasi Negara

Pendekatan klasik dalam administrasi negara adalah pendekatan
yang berfokus pada rasionalitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Pendekatan ini berkembang pada awal abad ke-20, dan
ditandai dengan munculnya beberapa teori dan konsep penting,
seperti teori birokrasi, teori organisasi, dan teori manajemen ilmiah.
Ciri-ciri pendekatan klasik dalam administrasi negara antara lain:

1. Pendekatan ini berfokus pada rasionalitas dan
efisiensi. Administrasi negara harus dikelola secara rasional dan
efisien agar dapat mencapai tujuannya.

2. Pendekatan ini menekankan pentingnya pembagian kerja dan
spesialisasi. Setiap pegawai harus memiliki tugas dan tanggung
jawab yang jelas, sehingga dapat bekerja secara efisien.

3. Pendekatan ini menekankan pentingnya hierarki dan
disiplin. Struktur birokrasi harus disusun secara hierarkis, dan
setiap pegawai harus tunduk pada disiplin yang berlaku.

Teori dan konsep penting dalam pendekatan klasik dalam
administrasi negara antara lain:
1. Teori Birokrasi
Teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber pada awal abad ke-
20. Teori ini menggambarkan administrasi negara sebagai
birokrasi yang rasional, efisien, dan netral. Birokrasi klasik
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Struktur hierarkis yang jelas
b. Pembagian kerja yang tegas
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E. Teorillmu Perilaku

Saat gerakan Human Relation muncul, banyak teori administrasi
negara yang berkembang dalam lingkup ilmu perilaku. Selain dari
Mayo, ada tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow, Chris Argyris,
Douglas McGregor, Waren Benis, dan beberapa lainnya yang
berkontribusi. Mereka membentuk sejumlah teori perilaku dalam
administrasi negara dan memunculkan bidang studi baru, seperti
Organizational Behaviour dan Organizational Development. Meski
banyak teori di bidang administrasi negara, belum ada satu teori pun
yang murni berasal dari disiplin tersebut. Sebagian besar teori
tersebut diadopsi dari disiplin lain yang relevan dengan administrasi
negara. Ada juga teori lain yang kerap digunakan dalam administrasi
negara, misalnya teori sistem dengan konsep "Black Box"-nya.

$okkkkkkkokkk
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BAB 4
FUNGSI ADMINISTRASI
NEGARA

A. Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi administrasi negara yang paling
mendasar. Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan
sasaran serta menentukan cara untuk mencapainya. Perencanaan
yang baik akan membantu pemerintah untuk mencapai tujuannya
secara efektif dan efisien.

Perencanaan merupakan tonggak utama dalam setiap proses
administratif. Tanpa perencanaan yang baik, sebuah organisasi atau
lembaga akan kesulitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Perencanaan memastikan bahwa sumber daya, baik itu waktu, tenaga,
maupun materi, dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien.

Dalam konteks negara, administrasi memainkan peran krusial
dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Salah satu fungsi utama dari administrasi negara adalah perencanaan.
Perencanaan bukanlah sekadar serangkaian langkah atau kebijakan
yang ditetapkan, tetapi lebih kepada sebuah visi yang diharapkan
dapat mengarahkan sebuah negara menuju tujuan yang diinginkan.

Perencanaan di tingkat negara mencakup banyak aspek, mulai
dari perencanaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan,
hingga kebijakan ekonomi. Setiap perencanaan ini memerlukan
analisis mendalam, proyeksi, dan pertimbangan berbagai faktor untuk
memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar relevan
dengan kebutuhan masyarakat.

~56 ~



lembaga, serta keterlibatan dari pihak ketiga seperti akademisi, ahli
industri, dan organisasi masyarakat sipil.

Penting untuk diingat bahwa pengawasan adalah proses yang
berkelanjutan. Seiring dengan perubahan lingkungan, kebutuhan
masyarakat, dan teknologi, mekanisme pengawasan harus diperbarui
dan disesuaikan agar tetap relevan dan efektif. Ini memerlukan
komitmen jangka panjang dari pemerintah untuk investasi dalam
pelatihan, teknologi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk
memastikan bahwa pengawasan tetap menjadi prioritas utama dalam
administrasi negara.

skksk skok kok kok ok
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BAB 5
PERKEMBANGAN
ADMINISTRASI NEGARA

A. Masa Awal Administrasi Negara

Masa awal administrasi negara mengacu pada perkembangan
administrasi pemerintahan dari zaman kuno hingga periode awal
sejarah modern. Perkembangan administrasi negara ini berbeda-beda
di berbagai negara dan wilayah, tetapi umumnya dapat dibagi menjadi
beberapa tahap utama. Berikut adalah beberapa ciri-ciri
perkembangan administrasi negara pada masa awal:

1. Zaman Kuno:

a. Pemerintahan pada zaman kuno seringkali terkait dengan
kerajaan atau imperium, di mana seorang penguasa (raja atau
kaisar) memiliki otoritas tertinggi.

b. Administrasi negara pada zaman ini sering bersifat sentralistik,
di mana keputusan dan kebijakan diambil oleh penguasa atau
kelompok elit di sekitarnya.

c. Struktur administratif yang sederhana dan belum terorganisasi
dengan baik.

2. Zaman Klasik:

a. Perkembangan negara Yunani kuno dan Romawi klasik
memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan administrasi
negara.

b. Konsep-konsep seperti hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip
administrasi muncul pada periode ini.

¢. Munculnya birokrasi sebagai sebuah sistem administrasi yang
lebih terstruktur.
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Periode setelah tahun 1970 adalah masa yang dinamis dalam
perkembangan administrasi negara sebagai ilmu administrasi negara.
Perubahan dalam tuntutan masyarakat, teknologi, dan dinamika
global terus memengaruhi praktik administrasi publik dan memaksa
pemerintah untuk berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan
zaman.

kkskksk kok kok ko
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BAB 6
ETIKA DAN ETOS KERJA
DALAM ADMINISTRASI
NEGARA

A. Prinsip Etika Administrasi Negara

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menyoroti isu-isu
moral dalam kehidupan manusia. Etika dibagi menjadi etika umum,
yang menekankan prinsip-prinsip dasar yang berlaku untuk semua
tindakan manusia, dan etika khusus, yang fokus pada kewajiban
manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Di bawah etika khusus,
terdapat pembagian antara etika individu dan etika sosial, dengan
yang terakhir mencakup etika administrasi, termasuk etika
administrasi negara.

Menurut Widodo (2001), etika administrasi negara memiliki dua
interpretasi. Pertama, sebagai ilmu yang memfokuskan pada prinsip
moral yang mendasari perilaku birokrat, khususnya dalam
pelaksanaan tugasnya. Kedua, sebagai set nilai yang menjadi pedoman
bagi perilaku manusia dalam organisasi. Sementara Kartasasmita
(1997) melihat etika administrasi negara sebagai penghubung antara
filsafat, nilai, dan moral dengan dunia administrasi, yang
menggabungkan konsep administrasi dengan prinsip-prinsip etika.

Kumorotomo (1996) menjelaskan etika administrasi negara
berhubungan dengan kompleksitas dan dilema yang dihadapi oleh
administrator dalam pengelolaan organisasi publik. Ini mencakup
integrasi norma moral dalam mengatasi dilema dan interaksi antara
pejabat dengan negara dan masyarakat.
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10.

Kerjasama Tim: Bekerja dalam pemerintahan seringkali
memerlukan kerjasama antar departemen dan unit. Oleh karena
itu, kemampuan untuk bekerja sebagai tim dan kolaborasi adalah
kunci untuk mencapai tujuan bersama.

. Respon Cepat: Dalam pelayanan publik, waktu adalah esensi.

Respons cepat terhadap keluhan, pertanyaan, atau masalah yang
dihadapi masyarakat menunjukkan dedikasi dan komitmen
pemerintah terhadap warganya.

Keterbukaan dan Transparansi: Masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui bagaimana keputusan diambil dan dana publik
digunakan. Transparansi dalam proses dan keputusan membangun
kepercayaan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan
masyarakat.

Penerimaan Masukan: Pemerintah harus terbuka terhadap
masukan dan kritik dari masyarakat. Menerima dan
mempertimbangkan masukan tersebut menunjukkan bahwa suara
masyarakat dihargai dalam proses pengambilan keputusan.
Kontinuitas Pembelajaran: Dunia terus berubah, dan pegawai
negeri harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ini berarti
terus belajar dan mengembangkan diri untuk memenuhi tuntutan
dan tantangan baru dalam pelayanan publik.

Menerapkan aspek-aspek tersebut dalam pelayanan publik tidak

hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga memperkuat

hubungan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa

kebutuhan dan aspirasi warga negara dipenuhi dengan cara yang

efisien dan efektif.

skkskosksk skok skok
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BAB 7
TANTANGAN DAN INOVASI
DALAM ADMINISTRASI
NEGARA

A. Tantangan-Tantangan Modern

Administrasi negara adalah bidang ilmu yang mempelajari
tentang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam era modern,
administrasi negara menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

1. Globalisasi
Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam
berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi negara.
Pemerintah dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan
global dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada
masyarakat global.

Globalisasi telah mendorong integrasi ekonomi antar negara.
Hal ini menuntut administrasi negara untuk memahami dinamika
ekonomi global dan merancang kebijakan yang mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan
global. Dengan semakin eratnya hubungan antarnegara,
administrasi negara harus mampu menjalin kerjasama yang
produktif dengan negara lain, baik dalam konteks bilateral maupun
multilateral, untuk mencapai tujuan bersama.

Arus migrasi global, baik permanen maupun sementara,
menuntut administrasi negara untuk memiliki kebijakan yang jelas
mengenai tenaga kerja asing dan perlindungan hak-hak mereka.

[su-isu lingkungan seperti perubahan iklim menjadi perhatian
global. Administrasi negara harus aktif berpartisipasi dalam upaya
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menghambat adopsi layanan berbasis TIK oleh masyarakat. Oleh
karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi penting untuk
meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap
inovasi pemerintah berbasis TIK.

kksk kok kok ko
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BAB 8
ADMINISTRASI NEGARA
INDONESIA

A. Sistem Administrasi Publik di Indonesia

Administrasi publik di Indonesia memiliki sejarah dan
karakteristik unik yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk
warisan kolonial, budaya lokal, dan dinamika politik pasca-
kemerdekaan. Sejak era reformasi pada akhir 1990-an, sistem
administrasi publik Indonesia telah mengalami berbagai perubahan
signifikan yang ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi, dan efisiensi.

Struktur administrasi publik Indonesia terdiri dari tiga tingkatan
pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan
memiliki kewenangannya masing-masing sesuai dengan otonomi
daerah yang diberlakukan sejak awal 2000-an. Otonomi daerah
merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendekatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kewenangan lebih
kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan
kebijakan lokal. Selain itu, Indonesia juga telah mengadopsi prinsip-
prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam sistem
administrasi publiknya. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan
dan regulasi yang dikeluarkan, seperti penerapan sistem pengadaan
barang dan jasa yang transparan, pembentukan komisi
pemberantasan korupsi, dan penerapan sistem e-government di
berbagai instansi pemerintah.

Tantangan dalam sistem administrasi publik Indonesia masih
cukup banyak. Isu-isu seperti korupsi, inefisiensi, dan birokrasi yang
berbelit-belit seringkali menjadi hambatan dalam pelayanan publik.
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menjadi konsep yang saling berkaitan, tetapi menjadi kunci
keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Sebuah daerah yang mampu mengintegrasikan ketiga konsep ini
dengan baik akan memiliki daya saing yang kuat dan mampu
menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga akan
meningkatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat akan lebih percaya
kepada pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan
publik yang lebih baik dan efektif. Hal ini akan mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, partisipasi, dan efisiensi,
diperlukan kebersamaan dari semua pihak, baik pemerintah daerah,
masyarakat, maupun swasta. Pemerintah daerah harus memberikan
kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Masyarakat harus
berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Sedangkan swasta harus berperan aktif dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

kksk kok kok ko
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GLOSARIUM

A

Akuntabel = 1. harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan
maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-
prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
2. bertanggung jawab; dapat dipahami.

Akuntabilitas = 1. kejelasan  fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan
terlaksana secara efektif; 2. mempertanggungjawabkan pengelolaan
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada
entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
secara periodik; 3. pertanggungan jawab; 4. asas yang menentukan
bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B
Birokrasi = cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban,
serta menurut tata aturan, yang banyak liku-likunya dan sebagainya.

D

Decision Making= orang atau sekelompok individu yang bertanggung
jawab untuk membuat keputusan penting yang strategis berdasarkan
sejumlah variabel, termasuk batasan waktu, sumber daya yang
tersedia, jumlah dan jenis informasi yang tersedia, serta jumlah
pemangku kepentingan yang terlibat.

Digitalisasi = penggunaan teknologi digital untuk mengubah
model bisnis dan memberikan pendapatan baru serta peluang
menghasilkan nilai; ini adalah proses perpindahan ke bisnis digital.
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Dikotomi Politik= pembagian dua kelompok yang saling
bertentangan dan sulit diintegrasikann.

E

Efektif = Mengacu pada pencapaian tujuan atau hasil yang
diinginkan. Suatu tindakan atau metode dianggap efektif jika mampu
mencapai tujuan yang ditetapkan, meskipun mungkin memerlukan
sumber daya yang lebih banyak.

Efisien = Berkaitan dengan pencapaian hasil dengan konsumsi
sumber daya yang minimal. Efisiensi menekankan pada optimalisasi
penggunaan sumber daya (seperti waktu, tenaga, atau biaya) untuk
mendapatkan hasil maksimal.

Eksekutif = Mengacu pada individu atau kelompok yang
memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan
dan menjalankan operasi sehari-hari dari suatu organisasi atau
perusahaan. Dalam konteks korporasi, eksekutif seringkali adalah
manajer senior atau pemimpin perusahaan.

Esensial = Sesuatu yang sangat penting atau mendasar. Dalam
berbagai konteks, esensial dapat merujuk pada sesuatu yang tidak
dapat dihilangkan atau sesuatu yang sangat penting untuk
kelangsungan suatu proses atau fungsi.

G

Globalisasi = Proses integrasi dan interaksi antar negara-negara di
dunia dalam berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, politik, dan
teknologi. Globalisasi sering kali dihubungkan dengan penyebaran
informasi, barang, dan jasa lintas batas negara.

Good Governance= Suatu konsep yang mengacu pada cara
pemerintahan atau organisasi dikelola dengan prinsip-prinsip seperti
transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Good
governance menekankan tata kelola yang baik, adil, dan bertanggung
jawab.

I
Inklusivitas = Prinsip atau praktik memasukkan semua orang
tanpa diskriminasi, terutama mereka yang terpinggirkan atau kurang
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beruntung. Inklusivitas menekankan penerimaan dan pengakuan atas
keragaman.

Integritas = Kualitas seseorang atau suatu organisasi yang
memiliki prinsip moral yang kuat, kejujuran, dan etika. Orang atau
entitas dengan integritas konsisten dalam tindakan dan kata-katanya,
serta dihormati karena kejujurannya.

K

Konstitusional= Berkaitan dengan konstitusi atau hukum dasar suatu
negara. Suatu tindakan atau keputusan dianggap konstitusional jika
sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konstitusi.

Konstruktif = Sesuatu yang memberikan sumbangan positif atau
membangun. Dalam konteks kritik, konstruktif berarti memberikan
masukan yang bertujuan untuk perbaikan, bukan hanya menunjukkan
kesalahan.

Konteks = Latar belakang, situasi, atau kondisi di mana suatu
peristiwa terjadi atau suatu pernyataan dibuat. Konteks membantu
memahami makna atau pentingnya sesuatu dalam suatu situasi
tertentu.

L

Lembaga Legislatif= Sebuah organisasi atau badan yang memiliki
wewenang untuk membuat, mengubah, atau mengesahkan undang-
undang. Dalam banyak sistem pemerintahan, lembaga legislatif bisa
berupa parlemen, kongres, atau majelis.

M

Migrasi Global = Pergerakan orang-orang lintas batas negara, baik
untuk sementara atau permanen. Migrasi global bisa disebabkan oleh
berbagai alasan, termasuk alasan ekonomi, sosial, politik, atau
lingkungan.

R

Rasionalitas = Kemampuan untuk berpikir dan bertindak
berdasarkan logika, alasan, dan fakta. Rasionalitas sering kali
berlawanan dengan emosi atau tindakan impulsif.
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Regulasi = Aturan atau ketentuan yang dibuat oleh otoritas tertentu
(seperti pemerintah) untuk mengatur atau mengendalikan perilaku
dalam masyarakat atau industri tertentu.

Responsif = Kemampuan untuk bereaksi cepat dan secara tepat
terhadap situasi atau permintaan. Dalam konteks pelayanan,
organisasi atau individu yang responsif cepat menanggapi kebutuhan
atau masalah yang muncul.

S

Supremasi Hukum = Prinsip bahwa hukum adalah otoritas tertinggi
dalam suatu negara dan semua individu atau entitas, termasuk
pemerintah, harus tunduk pada hukum. Ini menekankan bahwa
keputusan harus dibuat berdasarkan hukum, bukan atas kehendak
individu atau kelompok.

T

Terminologi = Kumpulan istilah atau kata-kata khusus yang
digunakan dalam suatu bidang atau disiplin ilmu. Terminologi
membantu memahami dan berkomunikasi dengan tepat dalam
konteks tertentu.

Transparansi = Keterbukaan dalam menyampaikan informasi
kepada publik atau pemangku kepentingan. Organisasi atau individu
yang transparan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan
mudah diakses oleh orang lain.

Y

Yudikatif = Berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam
banyak sistem hukum, yudikatif adalah salah satu dari tiga cabang
pemerintahan (bersama dengan eksekutif dan legislatif) yang
bertanggung jawab atas interpretasi dan penerapan hukum.
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Sekretariat KASN pada tahun 2015, dan Asisten Komisioner pada
tahun 20019. Hingga saat ini, beliau aktif sebagai dosen di IPDN sejak
tahun 2015.

Dalam dunia penulisan, Dr. Harry Mulya Zein telah menghasilkan
berbagai karya ilmiah dan buku. Beberapa judul yang menonjol di
antaranya adalah "Ziarah Budaya Kota Tangerang: Menuju
Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah", "Kultur Birokrasi
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Daerah". Selain itu, beliau juga banyajk berkarya dengan menulis
artikel ilmiah.

Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang kaya, Dr.
Harry Mulya Zein tampil sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam
bidang pemerintahan dan pendidikan. Karyanya mencerminkan
pemikiran mendalam dan komitmen yang kuat untuk memajukan
negeri.
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ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Buku ini memulai pembahasan dengan konsep dasar administrasi
di Bab 1, menelusuri jejak sejarah perkembangan ilmu administrasi,
mengklarifikasi terminologi, dan mendefinisikan perbedaan antara
administrasi dengan ilmu administrasi, serta mengeksplor unsur-
unsur yang melandasi administrasi. Dalam Bab 2, fokus beralih pada
perkembangan dan konsep ilmu administrasi negara, membahas
berbagai paradigma, definisi, dan prinsip-prinsip dasar. Pembaca
akan diperkenalkan dengan model, landasan, kedudukan, dan
aspek-aspek khusus dari ilmu administrasi negara, termasuk
tingkatan dan peranannya dalam struktur pemerintahan. Bab 3
menyoroti teori-teori penting dalam administrasi negara, seperti
pendekatan klasik, Teori Birokrasi Max Weber, dan Teori limiah
Frederick Taylor, serta memberikan gambaran tentang bagaimana
human relations dan ilmu perilaku mempengaruhi bidang ini. Bab 4
mendalami fungsi-fungsi kunci administrasi negara, mulai dari
perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, hingga
pengawasan, memberikan gambaran tentang bagaimana
administrasi negara berfungsi dan beroperasi. Sejarah panjang
administrasi negara diungkap di Bab 5, mengajaok pembaca melalui
evolusi bidang ini dari masa awal hingga kontemporernya, termasuk
berbagai tantangan dan reaksi terhadap tantangan tersebut. Etika
dan profesionalisme menjadi pusat perhatian di Bab 6, dengan
diskusi mendalam tentang prinsip-prinsip etika dalam administrasi
negara dan pentingnya etos kerja yang baik dalam pelayanan
publik. Bab 7 membahas tantangan-tantangan modern yang
dihadapi oleh administrasi negara dan bagaimana inovasi,
terutama  dalam  teknologi informasi, berperan  dalam
menghadapinya. Terakhir, Bab 8 mengkhususkan pada administrasi
negara Indonesia, membahas sistem administrasi publik di negara
tersebut, era good governance, reformasi birokrasi, desentralisasi,
serta dinamika otonomi daerah dan efisiensi. Secara keseluruhan,
buku ini memberikan pandangan komprehensif tentang ilmu
administrasi negara, dari teori dasarnya hingga penerapannya
dalam konteks nyata.
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